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TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka
1. Pemerintahan Desa
Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005, pengertian
pemerintahan desa, pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan

Desa) adalah sebagai berikut:

a) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Penegertian Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

c) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk
desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai wakil rakyat,
BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintahan desa.

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan
mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur Pemerintahan
Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki
porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk
mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-
undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah diwilayah
desa.

Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh
jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa.

Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan



pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya.
Berikut Struktur Pemerintahan Desa yang ada beserta tugas dan fungsinya :

1. Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah
pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

2. Badan Pemerintahan Desa (BPD)

Badan pemerintahan desa adalah lembaga yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis
berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan
menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala
desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa
menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan
melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan
penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara
pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala
desa.

4. Pelaksana Teknis Desa

— Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi
dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan
berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman,

dan ketertiban masyarakat.

— Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)



Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis
pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan
dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan
administrasi  pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian

perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.
— Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan
kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan
program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi
melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan

masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
— Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber
pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan

keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.
— Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa,
inventaris kekayan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai
penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana

tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
5. Pelaksana Kewilayahan
a. Kepala Dusun

Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa
melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu
kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah

desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.



b. Administrasi Desa

Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi
penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Jenis

dan bentuknya menurut peraturan mentri dalam negeri ada 5 yaitu :

1) Administrasi Umum. Berisi pencatatan data dan informasi
mengenai kegiatan pemerintahan desa.

2) Administrasi Penduduk. Berisi pencatatan data dan informasi

mengenai penduduk dan mutasi penduduk.

3) Administrasi Keuangan. Berisi pencatatan data dan informasi
mengenai pengelolaan keuangan desa.

4) Administrasi Pembangunan. Berisi pencatatan data dan informasi

pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

5) Administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Berisi pencatatan data
dan informasi berkaitan dengan BPD.

Struktur Pemerintahan Desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan
difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk desa.
Setiap perangkat desa diharapkan melakukan fungsinya dengan baik. Bisa
menata masyarakat dan membangun desa sesuai dengan pembangunan yang
direncanakan oleh pemerintah pusat. Ada beberapa definisi desa menurut
para ahli. Sutardjo Kartohadikusumo dalam bukunya Desa (1953)
mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat
tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Sementara Bintarto, mantan Guru Besar Fakultas Geografi UGM
mengemukakan pengertian desa dalam bukunya Interaksi Desa-Kota dan
Permasalahannya (1983). Menurutnya, desa adalah sebuah perwujudan
geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial,
ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal
baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Dikutip dari

Encyclopaedia Britannica (2015), desa adalah komunitas yang tidak terlalu



padat penduduk, dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi pangan
dan bahan-bahan mentah.

Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan NKRI. Unsur desa menurut Bintarto, desa punya tiga unsur
yakni:

a) Daerah
Dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak. Juga

penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang

merupakan lingkungan geografi setempat.
b) Penduduk

Meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, rasio jenis kelamin,

komposisi penduduk, persebaran, dan kualitas penduduknya.
c) Tata kehidupan

Ini berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan aspek budaya

lainnya.

Ciri desa dikutip dari Geografi Kota dan Desa (2014) karya Daldjoeni,
ada tiga ciri desa yang bisa membedakannya dari kota. Berikut tiga ciri

dan penjelasannya:

1) Desa dan masyarakatnya sangat dekat dengan alam. Kegiatan

mereka sangat bergantung pada iklim dan cuaca.

2) Penduduk desa merupakan satu unit kerja dan unit sosial. Dengan
jumlah yang tak besar, mayoritas penduduknya bekerja di sektor

pertanian.
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Ikatan kekeluargaan penduduk desa lebih kuat dengan penduduk

lain.

Sementara, dikutip dari Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi

Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (2016), Khairudin menjabarkan ciri desa

dari masyarakatnya. Berikut ciri-ciri masyarakat desa:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pekerjaan bersifat homogen atau sama. Masyarakat desa lebih

banyak bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Masyarakat berukuran kecil. Jumlah penduduknya tidak sebanyak di
kota. Pertumbuhannya juga tidak masif. Ini dikarenakan penduduk
desa harus mempertimbangkan keseimbangan potensi alam.

Kepadatan penduduk tergolong rendah. Rasio antara luas wilayah
dengan penduduknya kecil. Ini bisa terlihat dari rumah di desa yang

masih punya pekarangan dan tidak menempel dengan tetangganya.

Lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih terjaga dengan
baik.

Diferensiasi sosial rendah. Tak banyak perbedaan antara warga satu
dengan lainnya. Penduduknya punya kesamaan dalam hal pekerjaan,
adat istiadat, bahasa, bahkan hubungan kekerabatan.

Stratifikasi sosial yang tidak terlalu mencolok. Kelas atau tingkatan

sosial masyarakat desa tidak terlalu banyak dan lebar.

Mobilitas sosial masyarakat relatif rendah. Pekerjaan dan ikatan
masyarakat yang terbatas membuat masyarakat desa tak butuh kerap

bepergian.

Interaksi sosial masyarakat desa lebih intensif. Komunikasinya juga
bersifat personal sehingga antara satu dengan yang lainnya saling

mengenal.
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9) Solidaritas sosial pada masyarakat pedesaan sangat kuat. Ini karena
mereka punya kesamaan ciri, sosial, ekonomi, budaya, dan tujuan
hidup.

10) Kontrol sosial masyarakat pedesaan dilakukan lewat norma dan nilai
yang berlaku di masyarakat. Ada sanksi sosial bagi masyarakat yang
melanggar.

11) Tradisi lokal masyarakat desa masih kuat. Tradisi diturunkan dari

generasi ke generasi.

UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UU 6 tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU
Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada
sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan)
menyebutkan bahwa: Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang
250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti
desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di
Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli
dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah
istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah
itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan

jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik
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Indonesia. Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat
mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah
pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

1)  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan

Daerah,

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah,

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah,

4)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai
Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat
I11 di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah,

6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,

7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, dan terakhir dengan

8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

Dalam perjalanannya Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya
Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15
Januari 2014. UU 6/2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan Atas UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir
Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta. Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

a. Status
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UU Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
Latar Belakang

Latar belakang yang menjadi pertimbangan pengesahan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

a) bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan
berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa
telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi
dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan
demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat

yang adil, makmur, dan sejahtera;

c) bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan

undang-undang;

d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu membentuk Undang-Undang

tentang Desa,
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Dasar Hukum

Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20,
dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Penjelasan Umum UU Desa
a) Dasar Pemikiran

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum
Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti
keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan
bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250
“Zeltbesturende landschappen” dan ‘“Volksgemeenschappen”,
seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan
marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu
mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap
sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia
menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan
segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan
mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu,
keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan
keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut
dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri
bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada
bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu
negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara

Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan
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jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama
lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18
ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-
undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka
kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem

pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat
hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2)
yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

diatur dalam undang-undang".

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa
pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965
tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat
Terwujudnya Daerah Tingkat 111 di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
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1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut
belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan
masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar
73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu)
kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini
berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman,
terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum
adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta
kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan
kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya
yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan
amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai
dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan
pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun
demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai
pengaturan hak ulayat merujuk pada Kketentuan peraturan

perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing
community dengan local self government, diharapkan kesatuan
masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari
wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.
Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir
sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak

asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat,
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pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat,
pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum
adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan

susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa,
pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari
pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan
Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa
Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola
penyelenggaraan  pemerintahan yang efektif, pelaksanaan
pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama
seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam
Undang-Undang ini. Menteri yang menangani Desa saat ini adalah
Menteri Dalam Negeri. Dalam kedududukan ini Menteri Dalam
Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan
fasilitasi mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat Desa.
b) Tujuan dan Asas Pengaturan

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan

penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia.
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Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan
mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis
sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan
ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini
merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang
sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya

masyarakat Desa;

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan

bersama;

e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan

efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa

guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
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. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna

mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara

kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi

kesenjangan pembangunan nasional; dan

memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:

a.

b.

rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan
pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan

masyarakat Desa;

keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap
sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan
tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara;

. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja

sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di
tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun

Desa;

kegotongroyongan, vaitu kebiasaan saling tolong-menolong

untuk membangun Desa;

kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai

bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;

. musyawarah, Vyaitu proses pengambilan keputusan yang

menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi
dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa

dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh
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masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta
keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

i. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah
Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan
dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan

sendiri;
j. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
k. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

I. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan,
program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan

m. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara
terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam

merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.
Materi Muatan

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas
Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa,
Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan
Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan
Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa,

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta
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Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga
mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa

Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.
d) Desa dan Desa Adat

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai
karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia,
sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain
mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya,
terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem
pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan

sosial budaya masyarakat Desa.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi
kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-
temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan
masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan
kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat
memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul
Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di
tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat
hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan
identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa

berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk
berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau
gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-
Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang
merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan
itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
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sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan
masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di
Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga
di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa
pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di

Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi
lebih dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa;
lebih dari 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat
yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena
itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa
atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian
pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas
prakarsa masyarakat. Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya
berpedoman pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab
X1l Undang-Undang ini. Pembentukan Desa Adat yang baru
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab Il
Undang-Undang ini.

Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas, yang
menjadi acuan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia yaitu:

a. Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
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Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual
Di Provinsi Maluku;

c. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai

Kepulauan; dan

d. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat
yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi
pemerintahan (local self government) maka ada syarat mutlak yaitu
adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan
perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam
kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta
kekayaan, dan pranata pemerintahan adat.

Kelembagaan Desa

Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kelembagaan
Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat
yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan
Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan
Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut
dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat
yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala
Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai
peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan

negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin
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masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan
tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

a. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan
lokal,

b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala
Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;

c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh
masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat
menggunakan mekanisme lokal; dan pencalonan Kepala Desa
dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai
politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai

politik.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang
semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan
lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan
keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa.
Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang
dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam
menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa,
harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa
sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan
Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan
Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di

tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai



25

kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam
upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa,
memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan
Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan
Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah forum musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah
Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan
hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan
Desa dan Pemerintan Desa dalam menetapkan kebijakan

Pemerintahan Desa.
g) Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan
kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan
Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang
dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum,
Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang

lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:
a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
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d. terganggunya  kegiatan ekonomi untuk  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa; dan diskriminasi terhadap suku,

agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara
demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya
mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa
mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan
kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur
kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar
pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara
berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat

Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan
Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa
berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran
dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah
satu  fungsi pengawasan yang dimiliki oleh  Badan
Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa,
masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan
pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan
Peraturan Desa. Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan
Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala
Desa.

h) Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk
Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi

persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak
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tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3
(tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan
Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-
Undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh
wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal
negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara
serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya
pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan
pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakannya
kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-
Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang

berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang
berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan
Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang

bersangkutan.
Sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas
pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat

dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran
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dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan
keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut
diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber
pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari
Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan
kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan
logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat,
serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus)
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut
Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber
dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang

berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini
menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "Desa membangun® dan
"membangun Desa™ yang diintegrasikan dalam perencanaan

Pembangunan Desa.
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Sebagai  konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan
pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen
rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa
diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa
melalui  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa
yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong
royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam
Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan
rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak
mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai

rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa,
perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan
Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-
Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan
meningkatkan ~ kualitas  pelayanan,  pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui
pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan
pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
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k) Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun
tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang
taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut
dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas
membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam
memberdayakan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa
berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam
pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan
yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di
tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih

berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
I) Lembaga Adat Desa

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang
bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut
dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang
di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya,
masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas
harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak
dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan
berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan
dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat

Desa

2. Manajemen
a. Pengertian Manajemen
Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan
dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau

keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk
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memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui
kegiatan orang lain
(Andri feriyanto, 2015: 4)

Sedangkan orang yang menjalankan proses manajemen disebut
sebagai seorang manajer. Dengan kata lain manajer adalah orang yang
memegang jabatan tertentu di dalam suatu organisasi dengan hak dan
wewenang untuk mengambil dan mengelola keputusan serta
melaksanakan seluruh tugas manajemen dengan mempergunakan semua
unsur manajemen yang ada (Endang shtya, 2015: 4)

Ada banyak variasi fungsi manajemen salah satu fungsi menurut
Schermerhom (dalam Andri feriyanto, 2015: 5) menjelaskan lebih lanjut
masing-masing fungsi manajemen tersebut diantaranya:

1) Perencanaan (Planning)
Perencanaan meliputi pemilihan misi dan tujuan organisasi serta cara
terbaik untuk mencapainya.

2) Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian adalah proses membagi pekerjaan, mengalokasikan
sumber daya, dan pengaturan serta koordinasi aktivitas anggota
organisasi untuk melaksanakan rencana.

3) Kepemimpinan (Leading)
Kepemimpinan adalah mempengaruhi anggota organisasi agar mereka
memberikan kontribusi terhadap tujuan kelompok dan organisasi.

4) Pengendalian (Controlling)
Pengendalian adalah pengukuran dan pengoreksian untuk Kkerja

individu dan organisasi.

b. Jenis-Jenis Manajemen

Menurut Andri feriyanto (2015: 4) dalam organisasi ada 3 tingkatan
atau level manajemen, yaitu:

1) Manajemen Puncak (Top Management)
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Manajer tingkat atas bertanggung jawab terhadap perusahaan secara
keseluruhan. Tugas mereka menentukan tujuan, strategi, dan
kebijakan perusahaan secara umum, Yyang kemudian bisa
diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer dibawahnya.

2) Manajemen Menengah (Middle Level Management)
Tugas mereka adalah melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh manajer puncak serta mengordinasikan dan
mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan
operasional.

3) Manajemen Tingkat Bawah (Lower Level Atau First Line)
Manajemen tingkat bawah adalah tingkat paling bawah dalam sebuah
organisasi yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga
operasional secara langsung.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia
a. Pengertian manajemen sumber daya manusia

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah manejemen yang
mengfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau
anggotanya melalui  berbagai langkah strategi dalam rangka
meningkatkan kinerja karyawan menuju pengoptimalan tujuan organisasi
(Emron Edison, 2018: 10)

Menurut Yohny anwar (2018: 10) MSDM ini sendiri didefinisikan
sebagai proses mengelola, memotivasi, dan membangun sumber daya
manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan
efisien sesuai dengan tujuan strategi organisasi, dengan fungsi-fungsi
diantaranya adalah:

1) Data Kepegawaian
Menyediakan data kepegawaian, yang isinya menyajikan: nama,
jabatan, pendidikan, tanggal masuk, status, jumlah keluarga, alamat,
pengalaman, catatan perilaku, prestasi, upah, dan waktu masa pensiun.

2) Perencanaan dan pengembangan
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Merencanakan kebutuhan, dan mengembangkan kompetensi
karyawan, serta mempersiapkan perencanaan karier yang jelas sesuai
dengan tujuan organisasi.

3) Rekrutmen

Melakukan proses rekrutmen dengan mengunakan standar yang
baik. Sebab, salah satu faktor rendahnya kinerja karyawan berawal
dari sistem rekrutmen yang dilakukan asal-asalan.

4) Kompensasi dan Kesejahteraan

Membangun sistem kompensasi yang baik dan adil. Terkait
dengan hal ini, manajemen perlu mengevaluasi kinerja karyawan dan
memberikan kompensasi yang layak dan adil atas pengabdian dan
Kinerjanya, serta memperhatikan kesejahteraan karyawan secara
keseluruhan.

b. Peran Manajemen SDM

Faktor-faktor kegagalan pemimpin dalam mengelola SDM adalah
keterbatasanya terhadap pengetahuanya tentang manajemen SDM itu
sendiri yang didalamnya mengandung unsur-unsur peningkatan kinerja
karyawan.

Peran Manajer SDM saat ini telah berubah. Pada masa lalu, peran
tersebut lebih ditekankan pada tugas-tugas administrasi, pengupah, dan
absensi. Sedangkan pada masa kini lebih kompleks, meliputi tugas
analisi, pengukuran Kinerja, perencanaan karier, memotivasi,
mengkoordinasikan rencana pelatihan disemua bagian, dan lain
sebagainya, serta berorientasi pada pelanggan. Dan keberhasilan manajer
SDM bergantung pada terpenuhinya performa dari fungsi dan

kompetensi manajerialnya.

4. Lingkungan Kerja
a. Pengertian Lingkungan Kerja
Pengertian lingkungan kerja menurut Amtrong (dalam Bagus

Kisworo, 2012:75), the work environment consist of the system of work,
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the desigh of jobs, working conditions, and the ways in which people are
treated at work by their managers and co-wokers. Lingkungan kerja
terdiri dari sistem kerja, desain pekerjaan, kondisi kerja, dan cara-cara di
mana orang diperlakukan di tempat kerja dengan manajer dan rekan
kerja.

Menurut Donni juni (2019: 220) lingkungan kerja adalah suatu
kondisi dimana para karyawan bekerja dalam suatu perusahaan yang
dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologi karyawan baik secara
langsung maupun tidak langsung sehingga lingkungan Kkerja dapat
dikatakan baik apabila karyawan dapat bekerja dengan optimal, tenang
dan produktivitasnya tinggi.

b. Manfaat Lingkungan Kerja

Menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jacson (dalam Ririn
Prihatin, 2011: 27), menyatakan jika perusahaan dapat menurunkan
tingkat dan beratnya kecelakaan-kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal
yang berkaitan dengan stress, serta mampu meningkatkan kualitas
kehidupan para pekerjanya, perusahaan akan semakin efektif.
Peningkatan-peningkatan terhadap ini akan menghasilkan:

1) Meningkatkan produktifitas karena menurunnya hari yang hilang.
2) Meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen.
3) Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi.
4) Tingkat kopensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih
rendah karena menurunya pengajuan klaim.
c. Indikator Lingkungan Kerja

Menurut Donni juni (2019: 220) jenis lingkungan kerja terbagi
menjadi 2 yaitu: lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja psikis
1) Lingkungan kerja fisik

Lingkungan Kkerja fisik adalah semua faktor dan kondisi
lingkungan fisik yang berada disekitar karyawan yang dapat
mempengaruhi Kinerja karyawan (Donni juni, 2019: 220). Lingkungan

kerja fisik yang dimaksud, antara lain:
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a) Rancangan ruang kerja (workspace design)

Menurut Donni juni (2019: 220) Meliputi kesesuaian
pengaturan susunan kursi, meja, dan fasilitas lainnya. Hal ini
berpengaruh cukup besar terhadap kenyamanan dan tampilan kerja
karyawan.

b) Rancangan pekerjaan (termasuk peralatan dan prosedur kerja)

Menurut Donni juni (2019: 220), Meliputi peralatan kerja dan
prosedur kerja atau metode kerja. Peralatan kerja yang tidak sesuai
dengan pekerjaanya akan mempengaruhi kesehatan dan hasil kerja.
Berbagai masalah akan muncul jika prosedur kerja tidak dirancang
dengan baik. Birokrasi yang berbelit -belit dalam pengurusan surat
izin dinas merupakan salah satu ketidak nyamanan dalam bekerja.

c¢) Kondisi Lingkungan kerja (kebisingan, ventilasi, penerangan)

Penerangan dan kebisingan sangat berhubungan dengan
kenyamanan bekerja. Sirkulasi udara, suhu ruangan, dan
penerangan yang sesuai sangat memengaruhi kondisi seseorang
dalam menjalankan tugasnya (Donni juni, 2019: 220).

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer

1405/MENKES/X1/2002 diterangkan bahwa agar ruang Kkerja

perkantoran memenuhi persyaratan kesehatan dalam hal pertukaran
udara perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.

(1) Ruang kerja yang tidak menggunakan pendingin udara harus
memiliki ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan
menerapkan sistem ventilasi silang, untuk ruang kerja yang
menggunakan AC secara periodik harus dimatikan dan
diupayakan mendapat pergantian udara secara alamiah dengan
cara membuka seluruh pintu dan jendela, kemudian
membersihkan saringan/filter udara AC setiap periodik sesuai
ketentuan pabrik.

(2) Tinggi langit-langit dari lantai minimal 2,5 m
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(3) Bila suhu udara lebih 28 derajat celcius perlu menggunakan alat
penata udara separti AC, kipas angin, dll.
d) Tingkat visual privacy serta acoustical privacy
Pekerjaan-pekerjaan tertentu membutuhkan tempat Kkerja
yang dapat memberikan privasi bagi karyawannya. Konsep dari
privasi dapat diartikan sebagai keluasan karyawan untuk
berprilaku dan bekerja yang menyangkut dirinya serta
kelompoknya. Tidak ada keleluasaan pribadi dapat menimbulkan
ketidak nyamanan dalam bekerja. Visual privacy berhubungan
dengan faktor penglihatan, sedangkan acoustical privacy lebih
besar pengaruhnya daripada visual privacy (Donni juni, 2019:
221).
2) Lingkungan kerja psikis
Menurut Donni juni (2019: 221) Lingkungn kerja psikis
berhubungan dengan pemeliharaan suber daya manusia, yang dapat
berdampak positif maupun negatif terhadap upaya pemeliharaan
sumber daya manusia. Lingkungan kerja psikis yang dimaksud, yaitu:
a) Kurangnya umpan balik kinerja
Sistem pengawasan yang buruk atau kurangnya umpan balik
kinerja dapat menimbulkan ketidak puasan bagi karyawan. Umpan
balik yang tidak tepat, misalnya berkaitan dengan promosi yang
terlau lambat akan menyebabkan kegiatan promosi yang dilakkan
oleh perusahaan menjadi terhambat. Begitu pun jika promosi
jabatan dilakukan terlalu cepat, pekerjaan yang diberikan akan
terlalu tinggi, karyawan vyang baru belum tentu mampu
mengembanya dengan baik dan bertanggung jawab (Donni juni,
2019: 221).
b) Kurang tepatnya pemberian wewenang
Pengawasan yang buruk akan menimbulkan efek pada
pemberian wewenang yang tidak sesuai dengan tanggung jawab

yang dituntut karyawan. Karyawan yang tanggung jawabnya besar
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dari wewenang yang diberikan akan mudah mengalami perasaan
tidak sesuai yang akhirnya menimbulkan beban kerja yang terlalu
tinggi (Donni juni, 2019: 221).
c) Perselisihan antar pribadi dan antar kelompok

Perselisihan dapat terjadi apabila dua pihak mempunyai tujuan
yang sama dan bersaing untuk mencapai tujuan tersebut.
Perselisihan juga terjadi akibat adanya perbedaan tujuan antara
nilai-nilai yang dianut dua belah pihak. Dampak negatif
perselisihan adalah terjadinya gangguan didalam komunikasi dan
kerja sama. Manfaatnya adalah adanya usaha positif untuk
mengatasi perselisihan di tempat kerja, antara lain persaingan,
ketergantungan pada tugas, masalah status, dan perbedaan individu
(Donni juni, 2019: 222)..

5. Disiplin kerja
a. Definisi Disiplin Kerja

Menurut Rivai dan Sagala ( dalam Donni juni, 2019: 161) disiplin
kerja adalah suatu alat yang digunakan para manager untuk
berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah
suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran
dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan
norma-norma sosial yang berlaku.

Hasibuan (dalam Donni juni, 2019: 161) berpendapat bahwa
kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua
peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa para
ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah perilaku
seseorang, kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua
peraturan yang ada di perusahaan, baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis, serta tidak mengelak untuk menerim sa,m,m,mnksi atau

hukuman jika melakukan pelanggaran (Donni juni, 2019: 162)
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b. Faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja
Helmi (dalam Donni juni, 2019: 162) merumuskan faktor-faktor
yang memengaruhi disiplin kerja menjadi dua faktor, yaitu:
1) Faktor Kepribadian
Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang adalah sistem
nilai yang dianut. Sistem nilai yang dianut ini berkaitan langsung
dengan disiplin, dimana sistem ini nilai akan terlihat dari sikap
sesesorang.
2) Faktor Lingkungan
Disiplin seseorang merupakan produk sosialisasi hasil interaksi
dengan lingkungan, terutama lingkungan social. Oleh karena itu
pembentukan disiplin tunduk pada kaidah-kaidah proses belajar.
c. Indikator Disiplin Kerja
Menurut Donni juni (2019: 172) disiplin kerja memiliki indikator-
indikator sebagai berikut:
1) Terlambat masuk kantor
Karyawan yang sering terlambat masuk kantor namun tanpa alasan
yang jelas, merupakan salah satu disiplin kerja yang rendah.
2) Ketidak hadiran karyawan
Ketidak hadiran karyawan tanpa alasan yang jelas merupakan salah
satu rendahnya kedisiplinan karyawan.
3) Menyembunyikan ketidakmampuan
Karyawan yang menyembunyikan ketidakmampuanya dalam bekerja,
cenderung menutupi  ketidakmampuanya. Padahal, seharunya
perusahaan mengetahui ketidakmampuan karyawan tersebut untuk
selanjutnya menyusun program pelatihan sesuai dengan kebutuhan
karyawan.
4) Tingkat kecerobohan atau kecelakaan yang tinggi
Kecerobohan dan tingkat kecelakaan kerja yang tinggi merupakan

salah satu gambaran bahwa ada ketidakdisiplinan yang terjadi. Jika
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karyawan berdisiplin  dengan pekerjaanya, kecerobohan dan
kecelakaan dapat dihindari.

5) Konflik atau perselisihan

Konflik dan perselisihan yang terjadi diruang kerja pada dasarnya
teerjadi karena ketidakdisiplinan karyawan dalam mengemban
pekerjaanyaa sehingga sering berakibat pada konflik dan perselisihan.
6. Kinerja Pemerintahan Desa
a. Pengertian Kinerja Pemerintahan Desa

Kinerja menurut Rivai dan Sagala (dalam Donni juni, 2019: 179)
adalah perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai
prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranya
dalam perusahaan.

Menurut Harsuko (dalam Donni juni, 2019: 179) mengemukakan
kinerja adalah sejauh mana seseorang telah mengemban tugasnya dalam
rangka melaksanakan strategi perusahaan, baik dalam mencapai sasaran
khusus yang berhubungan dengan peran karyawan sebagai individu
dengan memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi
perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, kinerja merupakan perwujudan atas
pekerjaan yang telah dihasilkan karyawan. Hasil tersebut tercatat dengan
baik sehingga tingkat ketercapaian kinerja yang seharusnya dengan apa
yang terjadi dapat dievaluasi dengan baik (Donni juni, 2019: 179)

b. Manfaat Penilaian Kinerja

Menurut Th. Sjafri Mangkuprawira (dalam Emron, dkk. 2018: 193)
manfaat penilaian kerja sebagai berikut.

1) Perbaikan kinerja, umpan balik kinerja bermanfaat bagi karyawan,
manajer, dan spesialis personal dalam bentuk kegiatan yang tepat
untuk memperbaiki kinerja.

2) Penyesuaian kompensasi, penilaian kerja membantu pengambilan

keputusan menentukan siapa yang seharusnya menerima
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peningkatan pembayaran dalam bentuk upah dan bonus yang
didasarkan pada system menit.

3) Keputusan penempatan. Promosi, transfer, dan penurunan jabatan
biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu dan antisipatif.

4) Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Setiap karyawan
hendaknya selalu mampu mengembangkan diri.

5) Tantangan-tantangan eksternal, kadang-kadang kinerja dipengaruhi
oleh faktor-faktor eksternal, seperti keluarga, finansial, kesehatan dll.

c. Indikator Kinerja

Indikator kinerja menurut Emron, dkk (2018: 193) adalah sebagai

berikut:

1) Target. Target merupakan indikator terhadap pemenuhan jumlah
barang, pekerjaan, atau jumlah uang yang dihasilkan.

2) Kaualitas. Kualitas terhadap hasil yang dicapai, karena kualitas
merupakan kekuatan dalam mempertahankan kepuasan pelanggan.

3) Waktu penyelesaian. Penyelesaian yang tepat waktu dapat menjadi
modal untuk membuat kepercayaan terhadap layanan di lingkup
internal perushaan/organisasi maupun dilingkup yang lain.

4) Taat asas. Tidak saja harus memenuhi target, kualitas dan tepat
waktu tapi juga harus dilakukan dengan cara yang benar, transparan

dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. Penelitian Terdahulu
Penelitian-penelitian yang menyangkut pengaruh Lingkungan Kerja dan

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pemerintahan Desa antara lain:

1. Ririn Prihatyn (2011) yang berjudul “Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan
Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada perusahaan
Manufaktur PT Borneo Melintang Buana Eksport)”. Jenis penelitiannya
adalah ex-post facto dan korelasi serta data hasil penelitian disajikan dalam
bentuk statistik. Jumlah sempel yang diambil 60 karyawan dari total 100
karyawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun

penelitian menggunakan angket (kuisioner). Uji intrumen dilakukan dengan
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uji validitas dan uji realibilitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat
pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan
pada PT Borneo Melintang Buana Eksport dengan nilai t hitung sebesar
7,516 dan signifikansi 0,000. Besarnya pengaruh dapat dilihat pada AR?
sebesar 48,5%. Persamaan garis regresi Y = 22,061 = 0,620X2. Sumbangan
efektifnya sebesar 32,56 dan sisanya berasal dari faktor lain.

2. Bagus Kisworo (2012) yang berjudul “Hubungan antara Motivasi, Disiplin,
dan Lingkungan Kerja dengan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sanggar Kegiatan Belajar Eks Karasidenan Semarang Jawa Tengah”. Jenis
penelitian adalah penelitian survei dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif yang disajikan dalam bentuk statistik. Penelitian ini melibatkan
seluruh populasi sebagai responden yaitu 86 PTK. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah dengan studi dokumentasi, observasi, dan
pengisian kuisioner. Intrumen penelitiannya adalah kuisioner. Uji intrumen
dilakukan dengan uji validitas dan uji realibilitas. Teknik analisis data yang
digunakan yaitu lingkungan kerja dengan dengan kinerja PTK di SKB eks
Karasidenan Semarang berhubungan secara positif. Hal ini ditandai oleh
nilai korelasi antar kedua variabel tersebut, yaitu 0,709 (r hitung) > 0,339 (r
table). Lingkungan kerja dan kinerja PTK di SKB memiliki keeratan
hubungan yang kuat di buktikan dengan nilai koefisien korelasi 0,709
dimana koefisien korelasi 0,41 sampai dengan 0,70 berati korelasi memiliki
keeratan kuat.

3. Mahardikawanto (2013) yang berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja,
Lingkungan Kerja, dan Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja
Karyawan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang”. Jenis penelitiannya adalah ex-
post facto dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data hasil
penelitian disajikan dalam bentuk statistik. Teknik pengumpulan data
menggunakan metode angket/dokumentasi dan wawancara. Uji intrumen
dilakukan dengan uji validitas dan realibitas. Uji hipotesis menggunakan

teknik korelasi product moment dan analisis regresi ganda. Hasil penelitian
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menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja
terhadap kinerja karyawan dengan nilar r2 sebesar 30,41%.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir
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D. Pengembangan Hipotesi

Berdasarkan kajian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa
Kantor Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas

H2 . Disiplin Kerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa
Kantor Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas

H3 : Lingkungan Kkerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja
pemerintahan desa Kantor Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten

Banyumas



